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PEMBANGUNAN PERUMAIAN BATU BATUPANG INDAH DI
KECAMATAN KUBUNG SOLOK

(CHATRUL AMRIL 96140067, Fakultas Hukum Unand, 70 halaman , 2000)
ABSTRAK

hosalah  pertanahan  merepakan masalah  vang  sangal menentukan
keberhasilan pembangunan, baik pembangupan yang dilakukan oleh pemerintah
maupaun swasta. Salah sate masalah pertanaban vang sering muncul dalam raneka
mentngkatkan pembangunan sazt i adalah masalah pengadaam lansh. Hal
disehabkan karena pada satu sisi tuntotan penyvediaan tanah eniok pembangunan
makin hart semakin memngkat, sedangkan disisi lnin persediaan tanah sudah semakin
menipis dan sulit didapatkan. Pelaksansan pengadsan tanah terscbut tidaklah suatw
pekenaan mudah, karena proses pelaksanaannya harus memperhatikan keseimbangan
kepentingan berbapar pihak, yvaitu antara kepentingan pemerintah atau swasta sehaga
pthak vang membutuhkan tanah denpan kepentingan wargas masvarakat vang
tanahnva dibutuhkan untuk pembangunan fersebut, Untuk iy pelaksanzan peneadaan
tanah harus sesval dan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan vang berlaku.
Ketentuan pengadaan tarah yang berlakue pada saat im adalab Kepotusan Presuden
Momor 35 Tahun 1993 yvang mencabut PMDN Momor 15 Tahun 1973 dan PRMDN
Momer 2 Tahun |9835.

Adapun permasalaban vang penulis bahas dalam skoipse imi adalab bapzimana
tata  cara pengadaan langh oleh KPR Kantor Bupatt Solok dalam rangka
pembangunan  perumahan Batu Batupang Indah di Kecamatan Xubung Solok,
bagaimana fasilitas kredit pemilikan rumah dan status hak atas anah vang diberikan
pada konsumen dan permasalaban apa saja vang dipwnpa dalam pelaksanaan
pengadaan tanah tersebur.

Metode vang penulis pakan adalah metode pendekatan yvuridis sosiologis,
vakni pendckatan vang menckankan pada aspek hokum berkenaan densan pokolk
maszlah vang dibahas dikaitkan denpan prakiek dilapangan, Data dikumpulkan
denpan cara wawancara dan studs dokumen serta dianalisa scecara kualitatit untuk
kemudian diambi] kestmpulan vang bersifat objekuf.

Rerdasarkan hasil penzlitian vang penubis Jakukan, pelaksanaan penpgadaan
tansh eleh KPRI Kantor Bupatr Selok dalam rangka pembangunan perumahan Batu
Batupang Indah tersebut dilakukan dengzan cara jual beli vang disepakan oleh pars
mihak berdasarkan musvawarah, Fasilnas Kredit Pemilikan Rumah vang dibertkan
pada konsumen adalab kredi pemibkan rumah dan Bank Tabungan Negara, dan
status hak atas tanah yang dibenkan kepada konsumen adalab hak suna bangunan
vang kemudian ditingkatkan menjad bak milik, Dalam pelaksanaan pengadasn fanak
il pada dasarmva berjalan lancar walaupun duemuoi sedikit kendala dalam hal
peneiapan harpa tanah, pencanan kontraktor dan pembaman kavhing anah



BAR I

PENDAIIULUAN

A Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan bagian pokek dan kebutuban manusia, mulal dan sedl
kelahirannyva sampai pada akhir havainva, Pada kenyataannya dapat dikatakan babo:
tanah merupakan sumber penghidupan manusia, diatas tanah manusia hidop dav
melangsungkan ketndupannva.

Dalam era pembangunan ini, masalab pertanahan merupakan masalah van:
sangat menentukan keberhasilan  pembangunan Tidak  jarang  Kite mendengi
berbagai kasus sengketa tanah, karena memang sccara chonomis semakin han nils
tanah  semakin meningkat,  sehingga  senap arang akan selalu berusans
mempertabankan haknya atas tap jengkal tanah yangz dimibikinya, oleh Karena o
persoalan tanah menjadi sangat menonjol.

Menurut Soetomo, i negara kita lebth kurang 8¢ % (delapan pulub persen
rakvat Indonesia masih menggantungkan penghidupan dan penghasilanoya pacs
usaha-usaha di bidang pertanahan, Bertambahnyva penduduk secara pesal dan semakor
kurangnva tanah untek digarap. apabila tidsk disertan pembukaan lapangan ken:

disektor non pertanian akan menimbulkan permasalahan & Bdang ekonomi
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FSoctome, Hearhedasen Pevocdivian Periscdfinan ok Ay Do, Usaha Sasioml, Sunabava
|'9&4, hlm. 20



Makin berkurangnyva tanah garapan dalam arn pemalikan atan penguassin
disebubkan oleh berbapgai fakeor, salah satu [aktor yang paling hangat dibicarakan saul
i adalah pengpunaan tanab untuk keperiusn pembangunan perumahan ataw temgs
permukiman.

Lintuk capat melaksznakan pembangunan peremahan, perusahan yvang berperak
di bidang pengadaan perumahan wajib melaksanakan pengadaan tanah. Pclaksanaor
pengadaan  tanah vang dimaksud  fidaklah o osustu pekeasn yang mudal
Sehapaimana kita ketawn rakyat Indonesia menpangpap dinnva punva hubunear
yang magis religius dengan 1anah, bagt mereka tidak begitu mudah saja melepaskar
hubungan antara tanah dengan pemiliknya. Sikap yang demikian itu tidak jarar,
menimbulkan kesulitan dalam hal tanah vang dimaksodkan untek keperiuan
keperluan lam. sepertt anuk keperluan pembangunan perumahan ini

hAenmmeat hal e atas, maka Pemermtah elab menceluarkan pensaturan tentae:
prosedur penvediaan dan pembenan hak atas tanah unfuk Keperluan perusahan:
pembangunan perumahan melalul Peraturan Menter: Dalam Negeri Momor 3 Tahur
1987, Menurot peraturan tersebut, perusshaan pembangunan perumaban vang ingn
memperoleh tanah unluk keperluan perusabaan terlebih dabulu harus mempanvan 12
lokas: dan Juas tanah. Sedangkan cara mempereleh tanab untuk Reperluan
pembangunan atau yang sering disebul pengadaan tanah diatur dengim Keputusin
Preeiden Momor 33 Tahun 1993,

Pemerintab manpun swasta termasuk koperasi sebagal perusahaan pengembang

sermakin han terus bergiat menmekatkan pembangunan, sepertt halnya pembangunan



BAB IV

PENLTUP

A, Kesimpulan

Berdasarkan uratan-uraian vang telah penchs kemukakan pada bab-bab

terdahulu, maka dapat diambil beberapae kesimpulan

[

Unuk mendapatkan tanah dalam rangka pembangunan peromshan Batu Batepang
Indah di kecamatan Kobung Solok, Koperasi Pepawar Republik Indonesia Kantor
Bupan selok telash melaksanakan pengadaan tanah dengan cara jual bell vang
dilakukan secara langsung antara pihak-pihak vang berkepentingan dengan jalan
nrusyavarah. Hal mni adalab sesuai dengan ketentuan vang terdapat dalam Bab 111
pasal |1 Permendagri Nomor 13 Tahun 1975 scbagai peraturan pembebasan tanah
ving beriaku pada saar itu. Tindakan KPRT Kantor Bupati Solok vang melakukan
pengadaan tamah dengan cara jual beli tersebur juga sesuai dengan ketenuan pasal
2 avat (3) Keputgsan Presiden Momaor 55 Tahun 1993

& Schagal perwujudan twjuan Kaperasi menscjahterakan para angeotanva vaitu
pepawar  Pemda  Kabupaten  Selok, maka KPR Kanior Bupan Solok
menyelengearakan penjualan wunit rwmab kepada angeotanya melalue Kredi
Penulbikan Rumah dari Bank Tabungan Megara (KPR BTMN) Dalam rangka
memperoleh KPR BTN im para angpota diberikan pula beberapa kemudahan,

sepertt kemudahan dalam proses administrasi pengurusan KPR adanva tabungean
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